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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La
Galigo;

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355});
Undarig-Uridang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I-F



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nemeor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 fentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomeor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Irrdornesta Nomor 5340j;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); of



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah
Sakit Umum Daerah | La Galigo (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 11]).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH 1 LA GALIGO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4



w

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi
dan produktivitas.

.Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang

selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik
Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah secara penuh,

.Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan

RSUD I La Galigo yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

.Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas RSUD I La
Galigo vang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD 1 La Galigo, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh RSUD I La Galigo.

Pendapatan Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Pendapatan-
LO adalah hak RSUD I La Galigo yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas RSUD I La Galigo
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
RSUD [ La Galigo.

Beban adalah kewajiban RSUD 1 La Galigo yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD I La Galigo dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Piutang RSUD I La Galigo adalah jumlah uang yang harus dibayar
kepada RSUD I La Galigo dan/atau hak RSUD I La Galigo yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat
lainnya yang sah.

Utang RSUD I La Galigo adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa
masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD I La Galigo.
Rekening Kas RSUD I La Galigo adalah tempat penyimpanan uang RSUD
I La Galigo pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.



17.Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan
keuangan.

18. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD I La
Galigo pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian
dan aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

19. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh
RSUD I La Galigo termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana,
dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per
unit layanan.

20. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelapor dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman bagi RSUD I La Galigo

dalam menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan RSUD I La Galigo agar sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI RSUD 1 LA GALIGO
Pasal 4

{1) Kebijakan Akuntansi RSUD I La Galigo dilaksanakan berdasarkan
pedoman Kebijakan Akuntansi.

(2) Sistematika dokumen Kebijakan Akuntansi RSUD 1 La Galigo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN AKUNTANSI UMUM

BAB II1 . KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

BAB 1V : KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA

BAB V : KEBIJAKAN AKUNTASI KEWAJIBAN

BAB VI : KEBIJAKAN AKUNTASI EKUITAS

BAB VII : KEBIJAKAN AKUNTASI PENDAPATAN
BAB VIIT : KEBIJAKAN AKUNTASI BELANJA
BAB IX : KEBIJAKAN AKUNTASI BEBAN “f



BAB X : KEBIJAKAN AKUNTASI KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA
LUAR BIASA

BAB XI : PELAPORAN

BAB XII : PENUTUP

(3) Dokumen Pedoman Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
.‘ Timur Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur.
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BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 24



